
  75 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Ali, Z. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara 

Press. 

Bilqis, A. (2021). Peran Sejarah Dan Arah Akuntansi Manajemen. Jakarta: Nur 

Agustinus. 

Chandra, T. Y. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. 

Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: 

Refika Aditama. 

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris. Jakarta: Kencana. 

Effendi, T. (2014). Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan 

Pembaharuannya di Indonesia. Surabaya: Setara Press. 

Efendy, M. (2012). Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa 

Perkembangan Hukum Pidana. Jakarta: Referensi. 

Efritadewi, A. (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: UMRAH Press. 

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. 

Hadisuprapto, P. (2008). Delinkuensi Anak, Pemahaman dan 

Penanggulangannya. Malang: Bayumedia Publishing. 

Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 



  76 

 

 

 

Harjaka, Yunan, dkk. (2022). Buku Administrasi Perkara Tindak Pidana 

Umum: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jakarta: Kejaksaan 

Agung RI. 

Hastuti, Sri, dkk. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas 

Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jakarta: 

Pusat Litbang Kejaksaan RI. 

Ibrahim, Johny. (2019). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 

Malang: Bayumedia. 

Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang 

Education. 

Ishaq, H. (2019). Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers. 

Lamintang, P. (2018). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 

dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. 

Marpaung, L. (2005). Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group. 

Muladi, dan Barda Nawawi Arief (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. 

Bandung: Alumni. 

Pramono, W. (2014). Kompendium Undang-Undang untuk Penegak Hukum: 

Buku 1. Bandung: Alumni. 

Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. 

Prayitno, K. P. (2013). Restorative Justice. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu 



  77 

 

 

 

Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 

Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: 

Refika Aditama. 

Purba, J. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan 

dengan Restorative Justice. Jakarta: Permata Aksara. 

Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga 

University Press. 

Puspitosari, Hervina, dkk. (2021). Hukum Perlindungan Anak Korban 

Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Pengaturan). 

Makassar: Nas Media Pustaka. 

Rahardjo, S. (2009). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas. 

Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Semarang: 

Pustaka Magister. 

Sinaga, D. (2017). Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana 

dalam negara hukum Pancasila: suatu perspektif teori keadilan 

bermartabat. Bandung: Nusa Media. 

Sriwidodo, J. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

Yogyakarta: Kepel Press. 

Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem 

Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS. 

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 

Sudarto. (2018). Hukum Pidana I: Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto. 

Wahid, E. (2009). Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam 



  78 

 

 

 

Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti. 

Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT 

Nusantara Persada Utama. 

Waluyo, B. (2017). Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice. Depok: 

PT Raja Grafindo Persada. 

Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum 

Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209). 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4401). 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6755). 



  79 

 

 

 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811). 

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Nomor: 

01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

 

 

C. ARTIKEL ILMIAH / JURNAL 

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, No. 2. DOI : 

https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158 

Kristanto, Andri. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

LEX Renaissance, Vol. 7, No. 1. DOI : 

https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14  

Kusnianto, Hendrik. (2022). Rumah Restorative Justice Kota Samarinda 

Sebagai Wadah Pemberian Perlindungan Hukum Dengan Prinsip Nilai 

Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 7, No. 2. DOI : 

https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.619  

 

 

D. SKRIPSI / TESIS 

Elena, (2022). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 

https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158
https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14
https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.619


  80 

 

 

 

dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu 

Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil). (Skripsi 

Sarjana, Universitas Syiah Kuala). https://estd.fh.unsyiah.ac.id/estd/3.0/ 

app/index.php?p=post_publik&id_post=248723 

Pangestu, Putri Dwi. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan 

dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan 

Negeri Demak). (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung). 

http://repository.unissula.ac.id/26544/ 

Putro, Triono Ichsan, (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap 

Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh 

Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang). (Skripsi Sarjana, 

Universitas Islam Malang). http://repository.unisma.ac.id/handle/ 

123456789/4278 

Simanungkalit, Zevanya. (2016). Analisis Hukum Terhadap Penerapan 

Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di 

Polrestabes Kota Makassar). (Skripsi  Sarjana, Universitas 

Hasanuddin). http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id= 24101 

Syaifurrasyid, Maulana. (2022). Penerapan Asas Restorative Justice dalam 

Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri 

Kampar. (Skripsi  Sarjana, Universitas Islam Riau). 

https://repository.uir.ac.id/11292/ 

Wati, Sonia Fatma, (2021). Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap 

Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang). (Skripsi Sarjana, 

http://repository.unissula.ac.id/26544/
http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=


  81 

 

 

 

Universitas Islam Malang). http://repository.unisma.ac.id/handle/12345 

6789/4032 

 

E. SUMBER INTERNET 

ADCO Law. (2021). Apa Itu Litigasi dan Keuntungannya. Dikutip pada tanggal 

4 April 2023, dari https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-

keuntungannya/. 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). KBBI Daring. Dikutip 

pada tanggal 5 April 2023, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penuntutan. 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2022). KBBI Daring. Dikutip 

pada tanggal 5 April 2023 dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala. 

Isheru Pratikno. (2022). Webinar Nasional Kejati Jateng dan Undip, Jampidum 

Nilai Paradigma Hukum Alami Pergeseran dari Keadilan Retributif 

Jadi Keadilan Restoratif. Dikutip pada tanggal 17 April 2023, dari 

https://awal.id/2022/07/jampidum-nilai-paradigma-hukum-alami-perge 

seran-dari-keadilan-retributid-jadi-keadilan-restoratif/. 

KI Banten. (2023). Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi. Dikutip pada tanggal 

4 April 2023, dari https://komisiinformasi .bantenprov.go.id/read/arsip-

artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan -Non-Litigasi.html#.ZCveA3ZBy3A  

Rahel Narda Chaterine . (2022). Komisi Kejaksaan Harap Penyelesaian Kasus 

Lewat “Restorative Justice” Dapat Ditingkatkan. Dikutip pada tanggal 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penuntutan
https://komisiinformasi/


  82 

 

 

 

4 April 2023, dari https://nasional.kompas.com/read/ 2022/06/15/11 

000721/komisi-kejaksaan-harap-penyelesaian-kasus-lewat-restorative-

justice-dapat?page=all,  

Reda Manthovani, 2019, Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-

dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb0 64/, diakses pada tanggal 10 April 2023, 

pukul 21:21 WIB. 

 

F. LAIN-LAIN 

Wawancara dengan Bapak Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak 

Pidana Umum, pada Kamis, 16 Februari 2023 pukul 08.38 WIB di 

Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

Wawancara dengan Bapak Ferdinan Cahyadi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Barang Bukti dan Barang Rampasan, pada Jum’at, 12 Mei 2023 pukul 

17.19 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

Wawancara dengan Bapak Su’udi, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra 

penuntutan Bidang Pidana Umum, pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 

10.11 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

Wawancara dengan Mohammad Heriyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Sub 

Seksi Penuntutan Bidang Pidana Umum, pada Rabu, 15 Februari 2023 

pukul 09.47 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

Wawancara dengan Bapak Danang Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Jaksa 

Fungsional Bidang Intelijen, pada Senin, 13 Februari 2023 pukul 09.33 

WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/
https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/


  83 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Susi Elisabeth Akerina, S.H., M.H. selaku Jaksa 

Fungsional Bidang Intelijen, pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 10.44 

WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang.


